
 

 Populis: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
P-ISSN: 1907-9893 | E-ISSN: xxxx-xxxx 

Volume XX No. XX | Bulan Tahun 
https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/populis/index  

 

 

50 
 

Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Membangun Ekosistem 
Kewirausahaan Pariwisata Bahari Berkelanjutan di Negeri Hukurila, Kota 
Ambon 
Government-Community Collaboration in Developing a Sustainable Marine Tourism 
Entrepreneurship Ecosystem in Negeri Hukurila, Ambon City  

https://doi.org/012345678/vol16iss1pp50-64  
 
Nindy Akapip1* 
1Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Ambon 97233, Indonesia 

*nindyakapip84@gmail.com   

 

Abstract 

This article explores the collaboration between the government and the community in building a sustainable 
marine tourism entrepreneurship ecosystem in Negeri Hukurila, Ambon City. The study aims to examine the 
roles and synergy between these actors in fostering the development of a local economy based on 
environmentally friendly and sustainable marine tourism. The research employs a qualitative approach 
through field observations, in-depth interviews with key stakeholders, and document analysis related to 
tourism policies and local development. The findings indicate that effective collaboration between the 
government and the community is crucial for the successful development of the tourism entrepreneurship 
ecosystem. The government acts as a facilitator by implementing supportive policies, providing 
entrepreneurship training, and developing infrastructure, while the community actively participates as key 
actors in businesses leveraging local potential, such as beach tourism, ecotourism, and creative products 
derived from marine resources. Challenges include limited resources, community capacity constraints, and 
environmental degradation threats. However, intensive and trust-based collaboration has proven to enhance 
the competitiveness of the tourism ecosystem in the region. The novelty of this study lies in identifying an 
adaptive and participatory collaboration model that can serve as a reference for developing tourism 
entrepreneurship ecosystems in other coastal areas. The study recommends strengthening community 
capacity, diversifying businesses based on local potential, and applying sustainable tourism principles to 
preserve the environment and improve local community welfare. 
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PENDAHULUAN  
Pariwisata bahari merupakan salah satu sektor unggulan dalam pembangunan 

ekonomi berbasis sumber daya alam dan budaya lokal, terutama di daerah pesisir yang kaya 

akan keindahan alam dan warisan maritim. Negeri Hukurila di Kota Ambon memiliki potensi 

luar biasa dalam sektor ini, dengan panorama pantai yang eksotis, ekosistem bawah laut yang 

beragam, serta budaya pesisir yang khas (Lamerkabel et al., 2021). Namun, meskipun 

memiliki keunggulan komparatif, pengelolaan dan pemanfaatan potensi ini masih 

menghadapi berbagai kendala yang menghambat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata 

secara berkelanjutan (Badaruddin et al., 2021; Lelloltery et al., 2020). Salah satu tantangan 

utama yang dihadapi adalah kurangnya akses pelaku usaha lokal terhadap modal usaha yang 
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memadai, yang berdampak pada keterbatasan dalam mengembangkan fasilitas dan layanan 

wisata (Pical & Lopulalan, 2022). Selain itu, minimnya pengetahuan masyarakat tentang 

manajemen usaha dan strategi pemasaran membuat daya saing mereka relatif rendah 

dibandingkan dengan destinasi wisata bahari lain yang telah berkembang lebih maju. 

Kelemahan dalam tata kelola wisata juga tercermin dalam kurangnya sinergi antara 

pemerintah daerah, komunitas lokal, dan sektor swasta dalam menciptakan ekosistem 

pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan (Nendissa et al., 2021; Rumkel et al., 2022). 

Masalah lain yang menjadi perhatian adalah belum adanya skema kolaborasi yang 

jelas antara pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan ekowisata berbasis 

pemberdayaan ekonomi lokal (Botanri et al., 2021). Banyak program pengembangan yang 

bersifat top-down tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, 

sehingga implementasinya sering kali tidak berjalan efektif. Akibatnya, meskipun ada 

berbagai kebijakan dan inisiatif pemerintah, manfaat ekonomi yang dihasilkan belum merata 

dirasakan oleh masyarakat Hukurila (Latuheru & Tiwery, 2020; Sunarimahingsih et al., 2021). 

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih kolaboratif dan berorientasi pada 

pemberdayaan masyarakat untuk memastikan bahwa pariwisata bahari tidak hanya menjadi 

sektor ekonomi yang menguntungkan, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang. 

Kajian tentang peran kolaborasi dalam pengembangan pariwisata bahari telah banyak 

dilakukan, terutama dalam konteks bagaimana sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan 

pelaku usaha dapat memperkuat ekosistem wisata yang berkelanjutan. Astutik & Ramadhoan 

(2020) meneliti kerja sama antara pemerintah daerah dan komunitas lokal di kawasan pesisir 

Jawa Timur, menemukan bahwa koordinasi yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat sekaligus memperkuat identitas budaya lokal. Hal serupa juga diungkapkan oleh 

Rahma, (2020), yang meneliti pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Sulawesi Tengah, 

menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam tahap perencanaan dan 

implementasi kebijakan pariwisata menjadi faktor kunci dalam keberhasilan sektor ini. 

Sementara itu, penelitian Amin (2019) dan Niode & Rahman (2022) lebih menyoroti 

strategi pemberdayaan pelaku usaha kecil dalam sektor pariwisata bahari. Mereka 

menemukan bahwa keterbatasan akses terhadap pelatihan manajemen usaha menjadi 

hambatan utama bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan bisnis mereka. Studi ini juga 

menekankan pentingnya peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan 

kewirausahaan berbasis teknologi untuk meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat lokal. 

Suastika (2021) dan Sumiasih (2018) dalam penelitiannya di Bali menunjukkan bahwa 

meskipun pemerintah telah menyediakan banyak program dukungan bagi usaha wisata, 

efektivitas program tersebut bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. 

Lebih lanjut, studi oleh Asy’ari et al. (2021) membahas konsep ekowisata berbasis 

komunitas sebagai strategi pengelolaan pariwisata yang tidak hanya mempertimbangkan 

aspek ekonomi, tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan sosial. Penelitian ini menegaskan 

bahwa model pengelolaan wisata berbasis komunitas lebih efektif dalam menjaga 
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keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestariannya. Hasil penelitian ini juga 

diperkuat oleh analisis dari Wuryanto & Wibowo (2021) dan Yasintha (2020) yang 

menunjukkan bahwa desa wisata yang berhasil cenderung memiliki sistem tata kelola yang 

transparan dan didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap 

pengembangannya. 

Dalam konteks strategi kebijakan, penelitian oleh Giampiccoli & Saayman (2018) 

mengungkapkan bahwa dukungan regulasi yang konsisten sangat diperlukan untuk 

memastikan keberlanjutan pariwisata berbasis masyarakat. Selain itu, Sawatsuk et al. (2018) 

menyoroti pentingnya infrastruktur digital dalam mendukung pemasaran dan promosi wisata 

berbasis teknologi. Dalam era digital, platform media sosial dan teknologi informasi dapat 

menjadi alat efektif untuk meningkatkan eksposur destinasi wisata lokal serta memperkuat 

koneksi antara pelaku usaha wisata dengan pasar global (Lee & Jan, 2019; Yanes et al., 2019; 

Zielinski et al., 2020). 

Namun, kajian yang secara khusus menyoroti pola kolaborasi yang adaptif dan 

partisipatif dalam membangun ekosistem kewirausahaan pariwisata bahari masih terbatas. 

Belum banyak penelitian yang menggali bagaimana pemerintah dan masyarakat dapat 

berkolaborasi dalam menghadapi tantangan spesifik di wilayah pesisir seperti Hukurila, 

terutama dengan pendekatan berbasis ekosistem kewirausahaan yang tidak hanya fokus 

pada aspek ekonomi, tetapi juga pada pelestarian lingkungan. 

Penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan menggali secara 

mendalam bagaimana model kolaborasi adaptif dapat diterapkan di Negeri Hukurila untuk 

menciptakan ekosistem kewirausahaan pariwisata bahari yang berkelanjutan. Pendekatan ini 

menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam inovasi berbasis potensi lokal, 

sementara pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mendukung terciptanya lingkungan 

usaha yang kondusif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan 

menganalisis pola kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam membangun ekosistem 

kewirausahaan pariwisata bahari yang berkelanjutan di Negeri Hukurila. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan teoretis, terutama dalam merancang 

strategi pengembangan pariwisata bahari yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam 

kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun ekosistem kewirausahaan 

pariwisata bahari yang berkelanjutan di Negeri Hukurila, Kota Ambon. Pendekatan kualitatif 

dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan dinamika 

interaksi sosial yang kompleks di antara para pemangku kepentingan. Seperti yang 

diungkapkan oleh (Creswell, 2017), metode kualitatif sangat efektif digunakan ketika peneliti 

ingin memahami fenomena sosial dari perspektif orang-orang yang terlibat di dalamnya. 

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif memberikan ruang bagi peneliti untuk 
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menangkap realitas lokal secara lebih holistik dan kontekstual. 

Negeri Hukurila, Kota Ambon, dipilih sebagai lokasi penelitian karena wilayah ini 

memiliki potensi wisata bahari yang besar, namun tantangan dalam mengembangkan 

ekosistem kewirausahaan berkelanjutan masih signifikan. Selain itu, Hukurila merupakan 

contoh representatif dari wilayah pesisir di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam tetapi 

masih berjuang untuk mewujudkan pembangunan berbasis pariwisata yang lestari. Dengan 

memilih Hukurila, penelitian ini tidak hanya diharapkan dapat memberikan solusi kontekstual 

bagi masyarakat setempat, tetapi juga menawarkan model kolaborasi yang dapat direplikasi 

di daerah pesisir lainnya di Indonesia. 

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposif dengan 

mempertimbangkan relevansi mereka terhadap tujuan penelitian. Metode ini bertujuan 

untuk memastikan bahwa data yang diperoleh tidak hanya luas, tetapi juga mendalam dalam 

menggambarkan dinamika kolaborasi dalam pengembangan pariwisata bahari di Negeri 

Hukurila. Dengan mempertimbangkan perspektif yang beragam, penelitian ini dapat menggali 

pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan, peluang, serta praktik terbaik 

dalam mengelola sektor pariwisata secara berkelanjutan. 

Sebanyak 15 informan dilibatkan, yang terdiri dari tiga kelompok utama. Kelompok 

pertama adalah perwakilan pemerintah lokal (5 orang), yang memiliki peran strategis dalam 

perumusan kebijakan dan regulasi terkait pariwisata. Keberadaan mereka sangat penting 

karena mereka memiliki wawasan mengenai kebijakan yang telah diterapkan, hambatan 

dalam implementasi, serta rencana pengembangan pariwisata ke depan. Perspektif mereka 

juga diperlukan untuk memahami bagaimana kebijakan dapat diadaptasi agar lebih inklusif 

terhadap kebutuhan masyarakat setempat. 

Kelompok kedua adalah pelaku usaha lokal (6 orang), yang menjadi motor utama 

dalam ekosistem kewirausahaan berbasis pariwisata di Hukurila. Mereka berasal dari 

berbagai latar belakang usaha, seperti pemilik homestay, pemandu wisata, pengrajin produk 

berbasis sumber daya laut, serta pengelola destinasi wisata. Keberadaan mereka 

mencerminkan realitas ekonomi lokal serta tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan 

usaha pariwisata, baik dari segi akses modal, strategi pemasaran, maupun inovasi layanan. 

Wawasan yang mereka bagikan diharapkan dapat mengungkap sejauh mana keberlanjutan 

usaha wisata dapat didorong melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor 

swasta. 

Kelompok ketiga adalah tokoh masyarakat dan pemuda (4 orang), yang memiliki peran 

signifikan dalam membangun kesadaran serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

pengembangan pariwisata. Tokoh masyarakat sering kali menjadi jembatan antara 

pemerintah dan warga, terutama dalam menyampaikan aspirasi dan memastikan bahwa 

kebijakan yang diterapkan tetap selaras dengan nilai-nilai budaya lokal. Sementara itu, 

pemuda memainkan peran sebagai agen perubahan yang dapat membawa inovasi dalam 

strategi pemasaran, digitalisasi pariwisata, serta penciptaan atraksi wisata baru yang lebih 

menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Pendekatan purposif dalam 
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pemilihan informan ini sejalan dengan panduan dari Patton (2015), yang menekankan 

pentingnya memilih individu yang memiliki keterlibatan langsung dengan permasalahan yang 

diteliti agar dapat memperoleh data yang kaya dan mendalam.  

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini berlangsung selama tiga bulan dengan 

menggunakan pendekatan multimethod guna memastikan keakuratan dan kedalaman 

informasi yang diperoleh. Kombinasi antara wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan 

dokumentasi digunakan untuk menggali berbagai aspek kolaborasi antara pemerintah dan 

masyarakat dalam pengembangan pariwisata bahari di Negeri Hukurila. Pendekatan ini 

bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih holistik, di mana informasi yang dikumpulkan 

dari satu metode dapat dikonfirmasi dan diperkaya melalui metode lainnya. 

Metode utama dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (in-depth 

interview), yang dilakukan secara semi-terstruktur. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas 

bagi peneliti untuk menggali informasi yang lebih luas dan mendalam sesuai dengan respons 

informan. Wawancara difokuskan pada berbagai aspek, seperti peran pemerintah dalam 

mendukung kewirausahaan pariwisata, tantangan yang dihadapi pelaku usaha, serta pola 

kolaborasi yang telah terbentuk di tingkat lokal. Setiap wawancara berlangsung antara 60 

hingga 90 menit, dengan rekaman audio sebagai bentuk dokumentasi untuk memastikan 

bahwa seluruh informasi yang disampaikan dapat dianalisis secara menyeluruh. Setelah itu, 

wawancara ditranskrip dan dianalisis guna mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul 

dalam penelitian. 

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan metode observasi partisipatif 

untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika sosial yang 

terjadi di lapangan. Observasi dilakukan dengan mengikuti berbagai aktivitas masyarakat yang 

berkaitan dengan sektor pariwisata, seperti operasional destinasi wisata, pelatihan 

kewirausahaan bagi pelaku usaha lokal, serta pertemuan masyarakat yang membahas 

pengelolaan wisata bahari. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan ini, peneliti dapat 

menangkap nuansa sosial yang mungkin tidak terungkap dalam wawancara, seperti pola 

interaksi antar pemangku kepentingan, bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah, 

serta respons masyarakat terhadap inisiatif pembangunan pariwisata. 

Selain data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, penelitian ini 

juga didukung oleh metode dokumentasi yang berfokus pada pengumpulan data sekunder. 

Berbagai dokumen kebijakan, laporan program pemerintah, data statistik pariwisata, serta 

catatan historis mengenai perkembangan sektor pariwisata di Hukurila dianalisis untuk 

memperkuat temuan penelitian. Dokumen-dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai 

pelengkap, tetapi juga sebagai bahan verifikasi terhadap data yang diperoleh dari wawancara 

dan observasi. 

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik 

triangulasi sumber, metode, dan data. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan 

informasi dari berbagai jenis informan, seperti pemerintah, pelaku usaha, dan tokoh 

masyarakat (Jentoft & Olsen, 2019). Triangulasi metode dilakukan dengan menggabungkan 
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hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen, sehingga memberikan sudut pandang 

yang lebih komprehensif. Selain itu, triangulasi data dilakukan dengan mengonfirmasi kembali 

temuan-temuan utama kepada beberapa informan kunci untuk memastikan konsistensi dan 

akurasi data. Melalui kombinasi metode dan teknik triangulasi ini, penelitian diharapkan 

dapat menghasilkan gambaran yang akurat dan mendalam tentang pola kolaborasi dalam 

membangun ekosistem kewirausahaan pariwisata bahari berkelanjutan di Negeri Hukurila. 

Pendekatan ini juga memberikan ruang bagi peneliti untuk menangkap nuansa lokal yang unik 

serta menawarkan rekomendasi yang relevan bagi pengembangan pariwisata di wilayah 

pesisir lainnya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Potensi Pariwisata Bahari Negeri Hukurila 

Negeri Hukurila, yang terletak di pesisir selatan Pulau Ambon, memiliki potensi 

pariwisata bahari yang sangat menjanjikan dan kaya akan keindahan alam serta budaya lokal 

yang unik. Berbeda dari kawasan pariwisata massal yang berkembang pesat di wilayah lain, 

Hukurila tetap mempertahankan karakter alaminya yang asri dan belum banyak tersentuh 

oleh aktivitas wisata berskala besar. Pantai Hukurila, misalnya, dikenal karena keindahan garis 

pantainya yang dihiasi oleh batu-batu karang besar serta air laut yang jernih berwarna biru 

kehijauan. Pantai ini tidak hanya menjadi tempat rekreasi bagi wisatawan, tetapi juga lokasi 

favorit untuk aktivitas snorkeling dan diving. 

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa salah satu daya tarik utama wisata 

bawah laut di Hukurila adalah keberadaan gua bawah laut yang unik, dihiasi terumbu karang 

beraneka warna serta biota laut seperti ikan pari, ikan badut, dan berbagai jenis moluska. 

Lokasi ini sering dikunjungi penyelam dari luar daerah yang tertarik dengan keindahan serta 

keunikan ekosistem bawah lautnya. Bapak YHN, salah satu pemandu wisata selam lokal, 

menjelaskan bahwa gua bawah laut di daerah tersebut menjadi daya tarik luar biasa bagi para 

penyelam. Menurutnya, para penyelam selalu terkesan karena tempat seperti ini sangat 

jarang ditemukan di Indonesia. Namun, ia juga menyampaikan tantangan yang dihadapi, 

yakni perlunya dukungan lebih untuk menjaga kelestarian kawasan tersebut, terutama dari 

ancaman sampah plastik dan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan. 

Selain daya tarik alam, Hukurila juga menawarkan kekayaan budaya lokal yang dapat 

diintegrasikan dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Masyarakat Hukurila 

masih mempertahankan tradisi adat seperti “Pela Gandong”, sebuah ikatan persaudaraan 

antar desa, serta ritual laut yang dilakukan untuk menjaga harmoni dengan alam. Seni musik 

tradisional seperti musik totobuang (gong kecil khas Maluku) dan tarian cakalele dapat 

menjadi atraksi tambahan bagi wisatawan yang ingin menikmati pengalaman budaya yang 

otentik. Dalam wawancara dengan Ibu MTN, seorang pelaku usaha homestay, ia menjelaskan 

bahwa tamu-tamu yang datang sering diajak untuk melihat prosesi adat atau makan bersama 

dengan keluarga. Menurutnya, tamu-tamu selalu merasa seperti menjadi bagian dari keluarga 

besar Hukurila. Ia menambahkan bahwa wisata di tempat tersebut lebih dari sekadar melihat 
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pemandangan, melainkan tentang merasakan kehidupan lokal. 

Selain pengalaman budaya, potensi ekonomi dari sektor pariwisata bahari juga cukup 

besar. Produk kreatif berbasis sumber daya laut, seperti kerajinan dari kulit kerang, abon ikan 

tuna, serta minyak kelapa murni, telah menjadi sumber penghasilan tambahan bagi 

masyarakat setempat. Produk-produk ini mulai menarik perhatian wisatawan yang mencari 

suvenir khas dari daerah pesisir. 

Potensi besar yang dimiliki Hukurila sangat sejalan dengan konsep Community-Based 

Tourism (CBT), yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan 

destinasi wisata. Dalam konsep CBT, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat dari 

aktivitas pariwisata, tetapi juga terlibat secara langsung dalam perencanaan, pengelolaan, 

dan promosi destinasi wisata mereka. Model CBT memiliki keunggulan karena memberikan 

kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan potensi lokal mereka secara mandiri. 

Misalnya, pengelolaan homestay oleh penduduk lokal tidak hanya meningkatkan pendapatan 

keluarga tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, keterlibatan masyarakat 

dalam menjaga dan melestarikan lingkungan laut secara langsung berdampak pada 

keberlanjutan pariwisata di Hukurila. Namun, penerapan CBT juga menghadapi tantangan. 

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa belum semua masyarakat memiliki 

kapasitas yang memadai untuk mengelola pariwisata secara profesional. Pelatihan dan 

pendampingan masih sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat meningkatkan keterampilan 

mereka dalam bidang pelayanan wisata, manajemen usaha kecil, serta pemasaran digital. 

Potensi wisata bahari di Hukurila juga tidak bisa dilepaskan dari konsep pembangunan 

berkelanjutan, yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara manfaat 

ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Pariwisata yang berkembang 

pesat tanpa perencanaan yang matang dapat memberikan dampak negatif terhadap 

lingkungan, seperti kerusakan terumbu karang akibat aktivitas wisata yang tidak terkontrol 

atau pencemaran pantai oleh sampah plastik. Dalam konteks ini, menjaga kelestarian 

lingkungan laut menjadi tantangan yang sangat penting bagi masyarakat Hukurila. Keindahan 

bawah laut, yang menjadi daya tarik utama wisatawan, akan cepat rusak jika tidak ada upaya 

kolaboratif antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha untuk melindungi ekosistem 

laut. Bapak ALX, salah satu tokoh masyarakat, menekankan pentingnya menjaga kelestarian 

laut. Ia menjelaskan bahwa jika laut rusak, wisatawan tidak akan datang lagi. Oleh karena itu, 

ia selalu mengingatkan anak-anak muda untuk menjaga kebersihan pantai dan tidak merusak 

terumbu karang. Menurutnya, hal ini bukan hanya penting untuk sektor wisata, tetapi juga 

untuk masa depan mereka. 

Pengembangan wisata berbasis pembangunan berkelanjutan di Hukurila dapat 

dilakukan dengan beberapa strategi yang terintegrasi untuk mencapai keseimbangan antara 

keberlanjutan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pertama, edukasi dan pelatihan 

lingkungan bagi masyarakat setempat serta pelaku usaha wisata menjadi kunci untuk 

meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi alam. Dengan pendekatan ini, 

diharapkan para pelaku usaha wisata, baik itu pemilik penginapan, pemandu wisata, maupun 
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pengusaha kuliner lokal, mampu mengimplementasikan praktik ramah lingkungan dalam 

operasional mereka. Selain itu, kolaborasi dengan komunitas penyelam dan organisasi 

lingkungan untuk melakukan monitoring ekosistem laut sangat penting, mengingat laut di 

sekitar Hukurila memiliki potensi biodiversitas yang luar biasa. Dengan pemantauan yang 

rutin, ekosistem laut dapat terjaga, dan kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas wisata 

dapat diminimalisir. 

Selanjutnya, pengembangan produk wisata berbasis ekowisata, seperti tur edukasi 

tentang pelestarian laut dan pengalaman budaya lokal, juga menjadi strategi yang efektif. 

Wisatawan yang datang tidak hanya akan menikmati keindahan alam, tetapi juga 

mendapatkan pemahaman mendalam tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan 

budaya. Produk wisata seperti ini akan memperkaya pengalaman wisatawan sekaligus 

memberikan dampak positif bagi konservasi alam. Melalui integrasi antara konsep 

Community-Based Tourism (CBT) dan teori pembangunan berkelanjutan, potensi pariwisata 

di Negeri Hukurila dapat berkembang secara optimal. Dalam hal ini, masyarakat lokal 

berperan aktif dalam pengelolaan wisata, memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat 

dirasakan secara merata, tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan yang menjadi aset 

utama. 

Model pariwisata berkelanjutan yang diterapkan di Hukurila ini tidak hanya 

memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, tetapi juga dapat menjadi referensi bagi 

pengembangan pariwisata di daerah pesisir lainnya di Indonesia. Banyak daerah pesisir yang 

menghadapi tantangan serupa dalam menjaga keseimbangan antara pengembangan 

pariwisata dan konservasi lingkungan. Dengan pendekatan yang berbasis pada 

pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan alam, Hukurila dapat menjadi contoh yang 

berhasil mengoptimalkan potensi wisata tanpa merusak ekosistem yang ada. 

Dinamika Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat 

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat di Negeri Hukurila dalam 

pengembangan pariwisata bahari merupakan proses yang dinamis, penuh tantangan, tetapi 

juga menawarkan banyak peluang. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator, 

menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan sektor pariwisata, terutama melalui 

pemberdayaan ekonomi lokal. Sementara itu, masyarakat lokal menjadi aktor utama dalam 

mengelola usaha-usaha kecil dan inisiatif berbasis sumber daya lokal yang terkait dengan 

pariwisata. 

Dalam wawancara dengan Bapak RMT, seorang pejabat Dinas Pariwisata Kota Ambon, 

ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan pariwisata sebagai salah satu sektor 

prioritas untuk mendukung pembangunan daerah. Ia menambahkan bahwa pihaknya 

mendorong pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dengan melaksanakan program 

pelatihan keterampilan, bantuan permodalan bagi pelaku usaha kecil, serta promosi wisata 

yang terus dilakukan untuk mendukung potensi yang ada di Hukurila. Kebijakan tersebut 

menjadi landasan bagi pelaksanaan berbagai program pelatihan bagi masyarakat, seperti 

pelatihan manajemen homestay, pengolahan produk hasil laut, dan pelatihan pemandu 
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wisata lokal. Namun, keberhasilan dari kebijakan ini sangat bergantung pada sejauh mana 

masyarakat mampu menyerap dan mengimplementasikan pengetahuan yang mereka 

peroleh. 

Di sisi lain, masyarakat Hukurila menunjukkan inisiatif yang kuat dalam memanfaatkan 

potensi lokal mereka. Beberapa warga telah memulai usaha kecil di sektor pariwisata, seperti 

penyediaan jasa pemandu wisata, penyewaan peralatan snorkeling dan diving, serta 

pengolahan produk makanan khas berbasis hasil laut. Selain itu, kelompok ibu-ibu pengrajin 

di Hukurila memanfaatkan limbah kerang dan ikan untuk membuat kerajinan tangan dan 

camilan laut yang dijual kepada wisatawan. 

Ibu SNT, seorang pengrajin lokal, mengungkapkan bahwa awalnya mereka hanya 

membuat kerajinan untuk kebutuhan rumah tangga. Namun, setelah banyak wisatawan 

datang, mereka mulai menjualnya sebagai oleh-oleh. Ia juga menambahkan bahwa sekarang 

mereka mendapatkan bimbingan dari pemerintah mengenai cara untuk meningkatkan 

kualitas produk yang mereka buat. Meskipun terdapat banyak inisiatif, keterbatasan sumber 

daya dan pengetahuan masih menjadi tantangan utama. Banyak masyarakat yang kesulitan 

mengakses permodalan untuk mengembangkan usaha mereka. Selain itu, pengetahuan 

tentang pemasaran digital, manajemen usaha, dan bahasa asing juga menjadi hambatan bagi 

pelaku usaha kecil untuk menarik wisatawan dari luar negeri. 

Salah satu contoh kolaborasi yang berhasil adalah pembangunan pusat informasi 

wisata di Hukurila, yang merupakan hasil kerja sama antara pemerintah daerah dan kelompok 

pemuda setempat. Pusat informasi ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat promosi wisata, 

tetapi juga menjadi ruang edukasi bagi masyarakat lokal untuk belajar tentang ekowisata dan 

konservasi lingkungan. Observasi lapangan menunjukkan bahwa pusat informasi tersebut 

telah menjadi titik temu bagi wisatawan dan pelaku usaha lokal, memperkuat jaringan kerja 

sama di antara mereka. 

Di sisi lain, kolaborasi ini juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan 

terbesar adalah keterbatasan infrastruktur. Akses jalan menuju beberapa lokasi wisata di 

Hukurila masih dalam kondisi kurang memadai, sehingga menyulitkan wisatawan untuk 

mencapai tempat-tempat tersebut. Dalam wawancara dengan Bapak ALX, seorang tokoh 

masyarakat, ia mengungkapkan bahwa mereka sudah sering meminta perbaikan jalan kepada 

pemerintah, terutama jalan menuju pantai-pantai wisata. Menurutnya, jika akses jalan 

diperbaiki, wisatawan akan lebih banyak datang, yang tentu saja akan berdampak positif bagi 

ekonomi masyarakat. Tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya koordinasi antar aktor, 

baik di tingkat pemerintah maupun antara pemerintah dan masyarakat. Beberapa program 

pemerintah yang telah dilaksanakan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, 

sehingga efektivitasnya menjadi kurang optimal. 

Dinamika kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat di Hukurila dapat dianalisis 

melalui konsep Collaborative Governance, yang menekankan pentingnya sinergi antara aktor-

aktor pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengambilan keputusan bersama 

serta pengelolaan sumber daya. Dalam model ini, kolaborasi yang ideal harus bersifat adaptif 
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dan partisipatif, di mana setiap aktor memiliki peran yang jelas, transparan, serta saling 

melengkapi. Model kolaborasi adaptif-partisipatif sangat relevan dalam konteks Hukurila, 

karena pengembangan pariwisata bahari membutuhkan respons yang fleksibel terhadap 

perubahan kondisi lingkungan serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Proses 

ini melibatkan dialog, negosiasi, serta pembagian peran yang seimbang antara pemerintah 

sebagai regulator dan masyarakat sebagai pelaksana di lapangan. Misalnya, dalam 

pengelolaan kawasan wisata bahari, masyarakat berperan langsung dalam menjaga 

kebersihan pantai dan melestarikan ekosistem terumbu karang, sementara pemerintah 

mendukung dari sisi kebijakan dan bantuan teknis. Pendekatan ini memastikan bahwa 

pengembangan wisata tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi memberikan 

manfaat yang merata bagi seluruh komunitas. 

Namun, keberhasilan model ini membutuhkan komitmen jangka panjang dari semua 

pihak serta evaluasi berkelanjutan untuk menyesuaikan strategi dengan kebutuhan 

masyarakat dan tantangan di lapangan. Dengan mekanisme kerja sama yang efektif, potensi 

pariwisata bahari di Hukurila dapat berkembang secara berkelanjutan, sekaligus menjadi 

model kolaborasi bagi daerah-daerah lain di Indonesia. 

Tantangan dalam Membangun Ekosistem Kewirausahaan Berkelanjutan di Negeri Hukurila 

Pengembangan ekosistem kewirausahaan berkelanjutan di Negeri Hukurila 

menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Meskipun potensi wisata bahari 

sangat besar, realisasi dari potensi tersebut memerlukan dukungan dari banyak faktor, seperti 

kapasitas sumber daya manusia (SDM), akses pasar yang luas, serta perlindungan terhadap 

lingkungan. Sayangnya, keterbatasan dalam aspek-aspek ini sering kali menjadi penghambat 

utama bagi pertumbuhan usaha kecil dan menengah di Hukurila. 

Salah satu tantangan mendasar dalam membangun ekosistem kewirausahaan di 

Hukurila adalah kurangnya kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam hal manajemen 

usaha, pemasaran digital, dan penguasaan bahasa asing. Banyak pelaku usaha lokal memiliki 

keterampilan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi mereka belum 

terampil dalam mengelola bisnis secara modern. Observasi lapangan menunjukkan bahwa 

sebagian besar usaha kecil masih bersifat informal, tanpa pencatatan keuangan yang 

memadai atau strategi pemasaran yang jelas. 

Dalam wawancara dengan Pak DU, seorang pelaku usaha yang mengelola penyewaan 

perahu wisata, ia mengungkapkan bahwa mereka bisa melayani wisatawan lokal dengan baik. 

Namun, ketika wisatawan asing datang, mereka sering kesulitan dalam berkomunikasi. Selain 

itu, ia juga menyebutkan bahwa pemasaran online masih menjadi tantangan besar bagi 

mereka. Situasi ini menunjukkan bahwa kapasitas SDM yang terbatas berpengaruh langsung 

terhadap kemampuan pelaku usaha untuk bersaing dan memperluas pasar mereka. Tanpa 

adanya peningkatan kapasitas yang berkelanjutan, potensi pengembangan usaha akan sulit 

tercapai. Selain keterbatasan SDM, akses pasar yang terbatas juga menjadi hambatan 

signifikan bagi pengembangan ekosistem kewirausahaan di Hukurila. Banyak produk lokal, 

seperti kerajinan dari limbah laut dan makanan olahan khas, masih sulit dipasarkan di luar 
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wilayah Ambon. Pelaku usaha mengandalkan penjualan langsung kepada wisatawan yang 

datang ke Hukurila, sehingga ketika kunjungan wisatawan menurun, pendapatan mereka juga 

ikut merosot. Ibu NR, yang memproduksi kerajinan dari limbah kerang, berbagi 

pengalamannya bahwa mereka ingin produk ini dikenal lebih luas. Namun, ia mengungkapkan 

bahwa mereka terkendala oleh biaya pengiriman yang mahal dan kesulitan dalam mencari 

mitra pemasaran di luar daerah. Ketergantungan pada wisatawan yang datang secara fisik 

menjadi risiko besar bagi keberlanjutan usaha. Terlebih lagi, selama masa pandemi, jumlah 

wisatawan menurun drastis, dan banyak pelaku usaha di Hukurila yang terpaksa 

menghentikan aktivitasnya untuk sementara waktu. 

Tantangan lainnya yang tak kalah penting adalah ancaman kerusakan lingkungan, 

terutama di kawasan pesisir dan terumbu karang yang menjadi daya tarik utama wisata 

bahari. Aktivitas pariwisata yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan dampak 

negatif bagi lingkungan, seperti pencemaran pantai, kerusakan ekosistem bawah laut akibat 

praktik snorkeling dan diving yang tidak ramah lingkungan, serta overfishing yang mengancam 

keberlanjutan sumber daya laut. Dalam wawancara dengan Bapak RDW, seorang pemandu 

wisata lokal, ia menyatakan bahwa mereka pernah mengalami kerusakan terumbu karang di 

salah satu spot snorkeling akibat banyaknya wisatawan yang tidak tahu aturan. Namun, ia 

bersyukur karena sekarang ada program edukasi dari pemerintah yang mengajarkan cara 

menjaga ekosistem laut. Observasi lapangan mengonfirmasi adanya beberapa lokasi di pesisir 

Hukurila yang mengalami degradasi lingkungan. Sampah plastik yang terbawa arus juga 

menjadi ancaman serius bagi ekosistem laut di sekitar Negeri Hukurila. 

Tantangan-tantangan ini dapat dianalisis melalui konsep ekosistem kewirausahaan, 

yang menekankan pentingnya lingkungan pendukung bagi perkembangan kewirausahaan. 

Dalam sebuah ekosistem yang sehat, terdapat berbagai elemen yang saling melengkapi dan 

memperkuat, seperti regulasi yang mendukung, infrastruktur yang memadai, jejaring sosial 

yang kuat, serta akses terhadap pengetahuan dan sumber daya keuangan. Namun, di 

Hukurila, elemen-elemen ini belum sepenuhnya terintegrasi. Misalnya, regulasi pemerintah 

sudah mendukung pengembangan usaha lokal, tetapi infrastruktur seperti akses jalan dan 

jaringan internet masih belum optimal. Jejaring sosial antar-pelaku usaha juga masih terbatas, 

sehingga potensi kolaborasi dan berbagi pengetahuan belum dimanfaatkan secara maksimal. 

Untuk membangun ekosistem kewirausahaan yang berkelanjutan, diperlukan 

pendekatan yang holistik, di mana pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat lokal bekerja 

sama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan bisnis. Inisiatif 

pelatihan berkelanjutan, pengembangan infrastruktur digital, serta penguatan jejaring 

pemasaran dapat menjadi langkah strategis untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. 

Selain itu, pendekatan pariwisata berbasis komunitas (Community-Based Tourism) yang 

melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan sumber daya lokal dapat 

membantu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian 

lingkungan. Melalui kolaborasi yang sinergis, tantangan-tantangan ini dapat diubah menjadi 

peluang bagi pengembangan ekosistem kewirausahaan yang lebih tangguh dan berkelanjutan 
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di Negeri Hukurila. 

Model Kolaborasi Adaptif-Partisipatif dalam Pengembangan Pariwisata Bahari 

Dalam konteks pengembangan pariwisata bahari di Negeri Hukurila, model kolaborasi 

yang terbentuk menunjukkan karakteristik yang unik dan berbeda dari model kolaborasi 

tradisional. Alih-alih bersifat top-down, kolaborasi di Hukurila lebih adaptif dan partisipatif, 

dengan menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam proses perencanaan, 

pelaksanaan, hingga evaluasi program pengembangan pariwisata. Model ini lahir dari 

kebutuhan untuk merespons dinamika lokal yang terus berubah, baik dari segi tantangan 

lingkungan, permintaan wisatawan, hingga kapasitas sumber daya yang tersedia. 

Model kolaborasi adaptif-partisipatif yang berkembang di Hukurila menekankan pada 

proses komunikasi yang terbuka, pengambilan keputusan secara kolektif, serta fleksibilitas 

dalam merespons perubahan kondisi lokal. Proses ini memastikan bahwa setiap pihak, baik 

pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha, memiliki ruang untuk berkontribusi dan 

menyampaikan pendapat mereka. Observasi lapangan menunjukkan bahwa forum-forum 

diskusi antara pemerintah desa, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat sering diadakan 

untuk membahas perencanaan wisata. Misalnya, dalam penentuan jalur wisata snorkeling 

yang ramah lingkungan, keputusan tidak hanya dibuat oleh pemerintah, tetapi juga 

melibatkan nelayan lokal dan pemandu wisata. Pak HMN, seorang nelayan yang aktif dalam 

forum tersebut, menyatakan bahwa mereka diajak bicara langsung tentang rencana wisata di 

daerah tersebut. Pemerintah meminta masukan dari mereka, terutama mengenai lokasi yang 

aman dan tidak mengganggu wilayah tangkapan ikan. al ini menunjukkan bagaimana model 

kolaborasi ini berbeda dari pendekatan tradisional yang biasanya didominasi oleh keputusan 

pemerintah tanpa konsultasi dengan masyarakat lokal. 

Salah satu contoh konkret dari model kolaborasi ini adalah program rehabilitasi 

terumbu karang di Pantai Hukurila. Program ini dimulai sebagai inisiatif pemerintah kota, 

tetapi dengan cepat berkembang menjadi gerakan kolektif yang melibatkan masyarakat 

setempat, kelompok nelayan, komunitas penyelam lokal, serta pelaku usaha pariwisata. 

Dalam program ini, masyarakat dilatih untuk menanam dan merawat terumbu karang buatan, 

sementara pelaku usaha menyediakan peralatan dan logistik yang diperlukan. Pola 

komunikasi yang diterapkan sangat adaptif, di mana setiap keputusan strategis selalu melalui 

diskusi terbuka. Ibu RN, anggota komunitas wanita penggerak wisata di Hukurila, menjelaskan 

bahwa awalnya mereka hanya membantu dalam kegiatan bersih-bersih pantai. Namun, 

seiring waktu, mereka diajak terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program 

rehabilitasi terumbu karang. Ia menyatakan bahwa hal ini membuat mereka merasa memiliki 

tanggung jawab yang lebih besar. Keberhasilan program ini terlihat dari meningkatnya 

kunjungan wisatawan yang tertarik dengan kegiatan ekowisata berbasis lingkungan, serta 

pulihnya sebagian ekosistem terumbu karang yang sebelumnya rusak. 

Meskipun model kolaborasi ini menunjukkan potensi besar, tantangan tetap ada, 

terutama dalam koordinasi dan pembagian peran yang seimbang antara pemerintah dan 

masyarakat. Dalam beberapa kasus, terjadi ketidakseimbangan peran di mana pemerintah 
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cenderung mendominasi dalam pengambilan keputusan teknis, sementara masyarakat hanya 

dilibatkan pada tahap implementasi. Namun, pola kolaborasi yang lebih adaptif dan 

partisipatif berhasil memperbaiki kondisi ini dengan menetapkan mekanisme kerja yang jelas. 

Setiap pihak memiliki tanggung jawab spesifik—pemerintah sebagai fasilitator kebijakan dan 

penyedia sumber daya, masyarakat sebagai pelaksana dan penjaga nilai-nilai lokal, serta 

pelaku usaha sebagai mitra strategis dalam pengembangan produk wisata. 

Model kolaborasi adaptif-partisipatif di Hukurila dapat dijelaskan melalui konsep 

inovasi sosial dan pembangunan inklusif. Inovasi sosial terjadi ketika masyarakat lokal tidak 

hanya menjadi penerima manfaat dari program pemerintah, tetapi juga berperan aktif dalam 

menciptakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Proses ini mendorong munculnya 

ide-ide baru yang relevan dengan konteks lokal, seperti pengembangan paket wisata edukasi 

berbasis konservasi atau pelatihan pemandu wisata berbasis budaya lokal. 

Selain itu, pendekatan pembangunan inklusif memastikan bahwa tidak ada kelompok 

yang tertinggal dalam proses pembangunan pariwisata. Keterlibatan masyarakat dalam 

proses pengambilan keputusan menciptakan rasa memiliki yang kuat terhadap program-

program pengembangan. Hal ini pada gilirannya meningkatkan keberlanjutan program, 

karena masyarakat merasa bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola sumber daya 

yang ada. Model kolaborasi adaptif-partisipatif di Hukurila menunjukkan bahwa 

pengembangan pariwisata bahari yang berkelanjutan hanya bisa dicapai melalui sinergi yang 

kuat antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mengedepankan komunikasi terbuka, 

fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, serta partisipasi aktif dari berbagai pihak, model 

ini mampu menjawab tantangan lokal sekaligus menciptakan inovasi yang relevan dengan 

kebutuhan masyarakat. Ke depan, pendekatan ini bisa menjadi model yang diadaptasi oleh 

daerah-daerah lain yang memiliki potensi wisata serupa, dengan tetap mempertimbangkan 

konteks lokal dan karakteristik unik masing-masing wilayah. 

SIMPULAN 

Artikel ini telah menggali secara mendalam tentang kolaborasi antara pemerintah dan 

masyarakat dalam membangun ekosistem kewirausahaan pariwisata bahari yang 

berkelanjutan di Negeri Hukurila, Kota Ambon. Melalui pendekatan kualitatif, yang 

menggabungkan observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, 

serta analisis kebijakan terkait, kajian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif 

mengenai dinamika kolaborasi yang terjadi di wilayah pesisir ini. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci 

utama dalam menciptakan ekosistem kewirausahaan yang berkembang secara berkelanjutan. 

Pemerintah memainkan peran sebagai fasilitator melalui kebijakan yang mendukung, 

pelatihan kewirausahaan, dan pembangunan infrastruktur, sedangkan masyarakat berperan 

aktif sebagai pelaku utama yang mengelola usaha berbasis potensi lokal, seperti pariwisata 

pantai, ekowisata, serta produk kreatif berbahan dasar laut. Sinergi ini memungkinkan 

masyarakat untuk tidak hanya menerima manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian 
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budaya dan lingkungan sekitar mereka. Meski demikian, tantangan tetap ada, di antaranya 

keterbatasan sumber daya manusia, kapasitas masyarakat dalam mengelola usaha, serta 

ancaman terhadap lingkungan akibat pengelolaan pariwisata yang tidak berkelanjutan. 

Namun, model kolaborasi yang terjalin dengan kuat, berbasis kepercayaan, dan adaptif 

terhadap kebutuhan lokal mampu menghadapi tantangan-tantangan tersebut dengan efektif. 

Kolaborasi ini telah memperkuat daya saing ekosistem pariwisata di Hukurila, yang menjadi 

contoh baik bagi pengembangan wilayah pesisir lainnya. 

Kebaruan dari kajian ini terletak pada identifikasi model kolaborasi adaptif dan 

partisipatif, yang lebih menekankan pada keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan 

keputusan dan pengelolaan sumber daya lokal. Model ini tidak hanya mendukung 

pengembangan kewirausahaan berbasis pariwisata, tetapi juga memberikan ruang bagi 

inovasi yang mampu menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan 

keberlanjutan lingkungan. Sebagai rekomendasi, penguatan kapasitas masyarakat, 

diversifikasi usaha berbasis potensi lokal, serta penerapan prinsip-prinsip pariwisata 

berkelanjutan perlu menjadi fokus utama dalam setiap kebijakan dan program 

pengembangan pariwisata di daerah pesisir. Dengan demikian, ekosistem kewirausahaan 

pariwisata bahari yang berkelanjutan di Hukurila dapat terus berkembang, memberikan 

manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat dan menjaga kelestarian lingkungan 

pesisir yang sangat berharga. 
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